
 

 

BAB IV 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas, maka dapat ditarik 

beberapa kesimpulan sebagai berikut: 

1. Dalam pembayaran uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan 

uang pengganti hak dalam rangka perlindungan hak pekerja yang terkena 

Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) belum sepenuhnya berjalan sesuai 

Undang-undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Undang-

undang  No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah 

No.  35 Tahun 2021 Tentang PKWT, Alih Daya Waktu Kerja, Waktu 

Istirahat Dan PHK, Peraturan Pemerintah No.  36 Tahun 2021 Tentang 

Pengupahan, Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2023 Masih ada pekerja 

yang terkena PHK tetapi tidak mendapatkan uang pesangon, uang 

penghargaa, dan uang pengganti hak yang tidak sesuai undang- undang 

yang berlaku, karena adanya pengaduan dari para pekerja kepada Dinas 

Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Padang.  

2. Kendala dalam proses pembayaran uang pesangon, uang penghargaan 

masa kerja, dan uang pengganti hak dalam rangka perlidungan hak pekerja 

yang terkena pemutusan hubungan kerja di Kota Padang yaitu, kurangnya 

pemahaman perusahaan sehingga belum optimalnya pelaksanaan Undang-

undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Undang-undang No. 

11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah No.  35 Tahun 

2021 Tentang PKWT, Alih Daya Waktu Kerja, Waktu Istirahat Dan PHK, 



 

 

Peraturan Pemerintah No.  36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan, Peraturan 

Pemerintah No. 2 Tahun 2023 Tentang Cipta Negara oleh Perusahaan 

kepada pekerja/ buruh PKWT yang terena PHK di Kota Padang, serta 

kurangnya sosialisasi dari Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota 

Padang dan banyaknya perusahaan yang belum mengetahui tentang 

Undang-undang yang di dalamnya mengatur norma hukum terkait 

hubungan kerja antara pekerja dan pemberi kerja, Kemudian upaya 

mengatasi kendala yang sebaiknya dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja dan 

Perindustrian Kota Padang dalam pembayaran Uang Pesangon, uang 

penghargaan masa kerja, dan pengganti hak dalam rangka perlidungan hak 

pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja, yaitu peningkatan 

kualitas perusahaan yang di lakukukan perusahaan pasca pandemic, 

peningkatan pemahaman serta penerapan Undang-undang No. 13 Tahun 

2003 Tentang Ketenagakerjaan, Undang-undang No. 11 Tahun 2020 

Tentang Cipta Kerja,  Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021 Tentang 

PKWT, Alih Daya, Waktu Kerja, Waktu Istirahat, Dan Phk, Peraturan 

Pemerintah No. 2 Tahun 2021 Tentang Cipta Kerja serta Peningkatan 

pelaksaaan sosialisasi yang dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan 

Perindustrian di Kota Padang kepada perusahaan  agar perusahaan antusias 

mengikuti kegiatan sosialisasi tersebut 

B. Saran 

Berdasarkan pembahasan dalam bab-bab sebelumnya serta kesimpulan 

seperti yang telah diuraikan penulis diatas, makan saran-saran yang dapat 

diberikan adalah sebagai berikut : 



 

 

1. Saran yang dapat penulis kutip dari hasil penelitian dan pembahasan di 

Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Padang lebih 

meningkatkan kualitas perusahaan agar mengurangi para pekerja yang 

terkena PHK di masa pandemic, agar peningkatan pemahaman serta 

penerapan Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021 Tentang PKWT, 

Alih Daya, Waktu Kerja, Waktu Istirahat, Dan PHK, Peraturan 

Pemerintah No. 2 Tahun 2021 Tentang Cipta Kerja, oleh perusahaan 

kepada pekerja/buruh, dan juga kepada Dinas Tenaga Kerja dan 

Perindustrian Kota Padang agar meningkatan pelaksaaan sosialisasi 

yang dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian di Kota 

Padang kepada perusahaan-perusahaan di Kota Padang. 

2. Untuk penulis juga agar lebih mengembangkan penelitian baru 

berdasarkan penelitian ini yang lebih konkrit lagi dan yang lebih 

bermanfaat lagi bagi semua kalangan baik itu dari pihak Dinas Tenaga 

Kerja dan Perindustrian Kota Padang selaku pemerintah dalam 

memberikan uang kompensasi dalam rangka perlindungan hukum 

kepada Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Padang. 

 


